Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
MITRA BESTARI PANCASILA: JURNAL KEINDONESIAAN
VOLUME 6 NOMOR 2 TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

a. bahwa untuk mendukung pengelolaan Pancasila:

Jurnal Keindonesiaan yang diterbitkan dalam bentuk
cetak dan/atau elektronik, diperlukan peran mitra
bestari dalam rangka melaksanakan reviu substansi
dan penilaian kelayakan terbit terhadap naskah
artikel dalam Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Deputi Bidang Pengkajian dan Materi
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Mitra
Bestari Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Volume 6
Nomor 2 Tahun 2026;

. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);

. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor

5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan
Ideologi Pancasila Nomor S5 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi
Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 794);

Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Nomor 3 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Jurnal di
Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun
2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN

MATERI BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

TENTANG MITRA BESTARI PANCASILA: JURNAL

KEINDONESIAAN VOLUME 6 NOMOR 2 TAHUN 2026.

Menetapkan Mitra Bestari Pancasila: Jurnal

Keindonesiaan Volume 6 Nomor 2 Tahun 2026 yang

selanjutnya disebut Mitra Bestari dengan susunan

sebagaimana  tercantum = dalam = Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Mitra Bestari sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan reviu substansi dan penilaian kelayakan
terbit terhadap naskah yang masuk dengan indikator
penilaian yang ditetapkan oleh redaksi; dan

b. memberikan masukan kepada redaksi dan penulis
untuk langkah perbaikan naskah Pancasila: Jurnal
Keindonesiaan.

Mitra Bestari sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Deputi Bidang

Pengkajian dan Materi serta dalam pelaksanaan tugasnya

berkoordinasi dengan Tim Pengelola Pancasila: Jurnal

Keindonesiaan.

Mitra Bestari sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan

tugas Mitra Bestari dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila Tahun Anggaran 2026.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026

DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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